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WALi KOTA LUBUKLINGGAU 

PROVINSI SUMATERA SELATAN 

PERATURAN WALi KOTA LUBUKLINGGAU 

NOMOR 27 TAHUN 2020 

TENTANG 

JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA LUBUKLINGGAU, 

• 
• a. bahwa untuk menjamin efisiensi dan efektivitas 

pengeiolaan arsip dinamis dan dalam rangka 
penyelamatan, pendayagunaan serta pelestarian arsip 
statis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 
Kearsipan, untuk itu perlu adanya pedoman tentang 
Jadwal Retensi Arsip Subtantif; 

b. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan 
Peraturan Wali Kota tentang Jadwal Retensi Arsip 
Subtantif; 

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang 
Pembentukan Kota Lubuklinggau {Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114); 

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 
Kearsipan {Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lemba.ran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5071); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
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5. Pe1·aturan Kepala ArsiJJ Nasio11al Republik lncio,1esi,1 
Nomor 14 Tal1un 2015 te11tang Tata Cara Pen)1Ust111An 
Pedoman Reter1si Ai-sip (Be1·itR Nega1·a Repl1blik 
Indonesia 1'al1u11 2015 Norno1· 550)~ 

6. Peratu1·an Kepala A1·sip Nasional Republik l11donesia 
Nomor 22 Tnhun 2015 te11tar1g Ta ta Cara Penetepru1 
Jadwal Reter1si Ai-sip (Be1·ita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 No1nor 665); 

7. Peratu14 an Daerah Nomor 7 Tahun 2016 ten tang 
Pembentukan Susunan Perangkat Daerah l{ota 
Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau 
Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Nomor S Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peratt1ran Dae1-ah Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat 
Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota 
Lubuklinggau Tahun 2019 Nomor 5); 

8. Peraturan Wali Kota nomor 55 Tahun 2016 tentang 
kedudukan, Susunan Organisasi Togas dan Fu11gsi serta 
Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Serita 
Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 55).* 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALi KOTA TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP 
SUBTANTIF. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan WaJi Kota ini yang dimaksud dengan : 

1. Wali Kota adalah Wali Kota LubukJinggau 
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2. Kota adalah Kota Lubuklinggau. 

3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau 

4 . Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah 
Perangkat Daerah Pemerintah Kota Lubuklinggau 

5. Lembaga Kearsipan Daerah adaJah Dinas Perpustakaan 
dan Kearsipan Kota Lubuklinggau yang selanjutnya 
disebut LKD yang memilik.i fungsi, tugas, dan tanggung 
jawab di bidang kearsipan. 

6 . Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam 
berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan 
teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan 
diterima oleh Iembaga negara, pemerintah daerah, 
Iembaga pendidikan, perusahaan , organisasi politik, 
organisasi perorangan dalam pelaksanaan kehidupan 
berperorangan, berbangsa, dan bemegara. 

7. Pencipta Arsip adalah 
kemandirian dan otoritas 
tugas, dan tanggungjawab 
Dinamis. 

pihak yang mempunyai 
dalam pelaksanaan fungsi , 
di bidang pengelolaan Arsip 

8 . Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada Pencipta Arsip 
yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam 
penyelenggaraan kearsipan. 

9. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta Arsip 
yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah 
semua Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pencipta 
Arsip dilingkungannnya. 

10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat 
BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian 
besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 

11 . Arsip Aktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya 
tinggi dan/ atau terus menerus. 

12. Arsip In aktif adalah Arsip yang frekuensi 
penggunaannya telah menurun. 

13. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah 
Arsip dengan cara pemindahan Arsip inaktif dari Unit 
Pengolah ke Unit Kearsipan, pemusnahan Arsip yang 
tidak memiliki nilai guna dan penyerahan Arsip Statis 
kepada Lembaga Kearsipan Daerah (LKD). 



14 ,.Jadwa l Re teniu ArKtp yang BClanJutnya d1singkat JRA 
adaJ;Jh daft.ar yang bcri111 se kurang-kurangn ya jangka 
w;,kt.u peny1mpanan atau reten111, jen1 11 Ars ip , dan 
keu:rangan yang bensi rekomenda s1 tentang penetapan 
su,Hu jenis An;1p d1mu snahkan , dmilai kembali, atau 
diperrnanenkan , yang dipergunakan sebagai pedoman 
penyuimtan dan penyelamatan Arsip . 

I 5 . JadwaJ Retcnsi Arsip Substantif adalah JRA yang berisi 
jangka waktu penyimpanan atau retensi dari jenis-jenis 
arsip yang dihasilkan dari kegiatan atau fungsi 
substantif setiap pencipta arsip sesuai dengan fungsi 
dan tugasnya. 

16. Jenis Arsip adalah unit berkas yang diciptakan, diatur 
dan dikelola sebagai suatu unit yang berkaitan dari segi 
fungsinya atau subyek merupakan hasil dari kegiatan 
yang sama. 

Pasal 2 

(1) Pengaturan JRA Substantif di Lingkungan Pemerintah 
Kota dimaksudkan untuk menjarnin tertib adminfatrasi 
prosedur pengajuan penetapan JRA Substantif. 

(2) Pengaturan JRA Substantif di Lingkungan Pemerintah 
Kota bertujuan sebagai pedoman penyusutan dan 
penyelamatan arsip. 

BAB II 
JRA SUBSTANTIF 

Pasal3 

Ruang Lingkup Pengaturan JRA Substantif terdiri atas: 

a. jenis Arsip; 

b. jangka wa.ktu/retensi; dan 

c. keterangan yang berisi rekomendasi tentang suatu Jenis 
Arsip dimusnahkan, dinilai kembali a tau 
dipermanenkan. 

Pasal 4 

JRA Substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini . 
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Diundangkan di LubuklinggRu 
pada t.anggal 10 .JUt.1 2020 

1 H. S.N. P NA PUTRA SOHE 

SEKRl<;TARIS DAERAH KOTA LUBUl<LINGGAU, 

SERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2019 NOMOR 27 


